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A. Pendahuluan 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD ) Kabupaten 

Penajam Paser Utara ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor  13 

Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada 

Bab IV Pasal 22 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada  Bab IV  pada Pasal 21, 22 dan Pasal 

23. 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten 

Penajam Paser Utara merupakan informasi utama terhadap capaian kinerja  

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disadur dari Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada publik 

dengan muatan informasi sebagai berikut: 

1. Capaian Kinerja Makro 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.  Capaian kinerja makro dihasilkan 

dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, 

pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian 

kinerja makro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro 

No Indikator Kinerja Makro Capaian 

Kinerja 

Tahun 2021 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2022 

Perubahan 

1 Indeks pembangunan manusia 72,01 72,55  

2 Angka kemiskinan 7,61 7,25  

3 Angka pengangguran 2,95 2,12  

4 Pertumbuhan ekonomi -1,69 14,49  

5 Pendapatan per kapita 55,85 72,05  

6 Ketimpangan pendapatan 0,263 0,274  

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2022 

 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Sebagai gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, 

direpresentasikan melalui sejumlah indikator penyusun yang menghasilkan angka 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan capaian pada tahun 2022 IPM 

Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 72,55 atau mengalami kenaikan sebesar 

0,54 % dibanding tahun 2021 yang mencapai 72,01. 

 

b. Angka Kemiskinan 

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika 

perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin 

melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. 

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan 

minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat 

hidup secara layak.  Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser 

Utara mencapai 7,25% atau mengalami penurunan sebesar 0,36% dibanding tahun 

2021 angka kemiskinan mencapai 7,61%. 

c. Angka Pengangguran 

Salah satu masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran. Penganggur adalah 

penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/ 

mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan dengan 

alasan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya 

pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Angka Pengangguran Kabupaten Penajam 

Paser Utara pada tahun 2022 sebesar 2,12 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 

2,95 artinya data ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan sebesar 0,83%. 

d. Perumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan 

sebesar 14,49% pada tahun 2022 berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2021 

yang mengalami kontraksi sebesar -1,69%. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-

19 sehingga dampaknya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. 

e. Pendapatan Per Kapita 

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu 

daerah adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita 

diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor 

ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. 

Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB 

per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi 

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pada 
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Tahun 2022 nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 72,05 

naik dibanding tahun 2021 sebesar 55,85. 

f. Ketimpangan Pendapatan 

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat 

kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan 

hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan 

masalah kemiskinan. Rasio Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat 

ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2022 angka Gini Rasio 

Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,274 menurun dibanding tahun 2021 

sebesar 0,263. 

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar 

 

a. Urusan Pendidikan 

Tabel 1.2 Capaian Urusan Pendidikan 

No IKK IKK OUTCOME RUMUS CAPAIAN 

1.a.1 Tingkat partisipasi 

warga negara usia 5-6 

tahun yang 

berpartisipasi dalam 

PAUD 

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang 

sudah tamat atau sedang belajar di 

satuan PAUD = 4080 

  x 100 

% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada 

kabupaten yang bersangkutan = 7283 

56% 

1.a.2 Tingkat partisipasi 

warga negara usia 7-12 

tahun yang berpartisipasi 

dalam 2endidikan dasar 

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang 

sudah tamat atau sedang belajar di 

sekolah dasar = 19770 

----------------------------------- x 

100 % 

Jumlah anak usia 7-12 tahun pada 

kabupaten yang bersangkutan = 22310 

88,61% 

1.a.3 Tingkat partisipasi 

warga negara usia 13-15 

tahun yang berpartisipasi 

dalam 2 pendidikan 

menengah pertama 

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang 

sudah tamat atau sedang belajar di 

sekolah menengah pertama = 6640 

----------------------------------- x 

100 % 

Jumlah anak usia 13-15 tahun pada 

kabupaten yang bersangkutan = 

11148 

59,56% 

1.a.4 Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-18 tahun 
yang belum 
menyelesaikan 2 
pendidikan dasar dan 
menengah yang; 
berpartisipasi dalam 3 
pendidikan kesetaraan 

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang 

belum menyelesaikan 2 pendidikan 

dasar dan menengah yang sudah 

tamat atau sedang belajar di 3 

pendidikan kesetaraan =  

----------------------------------- x 

100 % 

1 
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Jumlah anak usia 7-18 tahun yang 

belum menyelesaikan 3 pendidikan 

dasar dan menengah pada kabupaten 

yang bersangkutan =  

 

b. Urusan Kesehatan 

Tabel 1.3 Capaian Urusan Kesehatan 

No IKK IKK OUTCOME RUMUS CAPAI
AN 

1.b.1 Rasio daya tampung RS 

terhadap Jumlah 

Penduduk 

Jumlah daya tampung rumah sakit 

rujukan 

= 241 

  x 100 

% Jumlah Penduduk di Kabupaten = 

191.967 

1,134 

1.b.2 Persentase RS Rujukan 

Tingkat kabupaten/kota 

yang terakreditasi 

Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi 

= 1 

---------------------------------- x 

100 % 
Jumlah RS di kabupaten = 2 

50 

1.b.3 Persentase ibu hamil 

Mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil 

Jumlah ibu hamil yang medapatkan 

pelayanan kesehatan = 2558 

---------------------------------- x 

100 % 

Jumlah ibu hamil di kabupaten = 

2841 

90% 

1.b.4 Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan 

persalinan 

Jumlah ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan persalinan = 

2712 

---------------------------------- x 

100 % 

Jumlah ibu bersalin di kabupaten = 

2712 

100% 

1.b.5 Persentase bayi baru 

lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi 

baru lahir 

Jumlah bayi baru lahir yang 

mendapatkan layanan kesehatan 

sesuai standar = 2583 

---------------------------------- x 

100 % 

Jumlah bayi baru lahir di kabupaten 

= 2850 

90% 

1.b.6 Cakupan pelayanan 

kesehatan balita sesuai 

standar 

Jumlah balita yang mendapatkan 

layanan kesehatan sesuai standar = 

6497 

  x 100 

% 
Jumlah balita di kabupaten = 10252 

63% 
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1.b.7 Persentase anak usia 

pendidikan dasar  yang  

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah anak usia pendidikan dasar 

yang mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar = 30620 

---------------------------------- x 

100 % 

Jumlah anak usia pendidikan dasar di 

kabupaten = 31044 

98,63% 

1.b.8 Persentase    orang    usia    

15-29 tahun mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai 

standar 

Jumlah   orang    usia   15-59    tahun    

yang mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar = 44397   x 

100 % Jumlah    orang     usia     15-

59     tahun    di kabupaten = 102638 

43,25% 

1.b.9 Persentase warga negara 

usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah warga negara usia 60 tahun 

yang mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar = 14922 

  x 100 

% 

Jumlah orang warga  negara usia 60 

tahun  di kabupaten = 18090 

82,48% 

1.b.10 Persentase penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah penderita hipertensi  yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar = 9493 

  x 100 

% Jumlah penderita hipertensi di 

kabupaten = 10250 

92,61% 

1.b.11 Persentase penderita DM 

yang mendapatkan

 pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

Jumlah penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar = 2629 

  x 100 

% Jumlah penderita DM di kabupaten 

= 

2825 

93% 

1.b.12 Persentase ODGJ berat 

yang mendapatkan

 pelayanan kesehatan 

jiwa sesuai standar 

Jumlah penderita ODGJ yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar = 173 

----------------------------------  

x   100  % 

Jumlah penderita ODGJ di 

kabupaten 

= 175 

98% 

1.b.13 Persentase orang terduga 

TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar 

Jumlah penderita TBC yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar = 209 

  x 100 

% Jumlah penderita TBC di kabupaten 

= 

589 

35% 

1.b.14 Persentase orang dengan 

resiko terinfeksi HIV 
Jumlah orang dengan resiko 

terinfeksi HIV yang mendapatkan 

100% 
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mendapatkan pelayanan 

deteksi dini HIV sesuai 

standar 

pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar = 27 

---------------------------------- x 

100 % 

Jumlah orang dengan resiko 

terinfeksi HIV di kabupaten = 27 

 

c. Urursan Pekerjaan Umum 

Tabel 1.4 Capaian Urusan Pekerjaan Umum 

No IKK IKK OUTCOME RUMUS CAPAIA
N 

1.c.1 Rasio luas kawasan 
permukiman rawan 
banjir yang terlindungi 
oleh infrastruktur 
pengendalian banjir di 
WS Kewenangan 
Kab/Kota 

Luas kawasan permukiman rawan 

banjir yang terlindungi oleh

 infrastruktur pengendalian 

banjir di WS Kewenangan Kabupaten  

(ha) = 1 

  x 100 

% Luas kawasan permukiman rawan 

banjir di 
WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 1 

Kab.PPU 

Tidak ada 

wewenan

g WS 

1.c.2 Rasio luas kawasan 
permukiman sepanjang 
pantai rawan abrasi, erosi, 
dan akresi yang 
terlindungi oleh 
infrastruktur pengaman 
pantai di WS Kewenangan 
Kab/Kota 

Luas kawasan permukiman 

sepanjang pantai rawan abrasi yang 

terlindungi oleh infrastruktur 

pengaman pantai di WS 

Kewenangan Kabupaten (m) = 1 

-------------------------------- x 

100 % 
Luas kawasan permukiman 
sepanjang pantai rawan abrasi di 
WS Kewenangan kabupaten (m) = 
1 

Kab.PPU 

Tidak ada 

wewenan

g WS 

1.c.3 Rasio luas daerah irigasi 
kewenangan 
kabupaten/kota yang 
dilayani oleh jaringan 
irigasi 

Luas irigasi kewenangan 

kabupaten/kota yang dilayani oleh 

jaringan irigasi yang dibangun (ha),  

ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), 

dioperasi dan pelihara (ha) di tahun 

eksisting = 1515 

  x 100 

% Luas daerah irigasi kewenangan 

kabupaten = 3081 

49,17% 

1.c.4 Persentase jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap 
rumah tangga di seluruh 
kabupaten/kota 

Jumlah kumulatif masyarakat yang 

rumah tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan perpipaan 

terlindungi di dalam sebuah 

kabupaten. = 61196 

-------------------------------- x 

100% 
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100 % 

Jumlah total proyeksi rumah tangga 

di seluruh kabupaten tersebut. = 

61196 

1.c.5 Persentase jumlah rumah 
tangga yang memperoleh 
layanan pengolahan air 
limbah domestik 

Jumlah rumah yang memiliki akses 

pengolahan berupa cubluk + 

jumlah rumah yang lumpur 

tinjanya telah diolah di PLT+ 

jumlah rumah yang memiliki 

sambungan rumah dan air 

limbahnya diolah di IPALD = 

38807 

  x 100 % 

Jumlah rumah di Kabupaten A = 

48163 

80% 

1.c.6 Rasio kepatuhan IMB 
kab/ kota 

Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai 

peruntukannya = 26 

  x 100 % 

Jumlah IMB yang berlaku = 26 

100 

1.c.7 Tingkat Kemantapan
 Jalan 
kabupaten/kota 

Jumlah panjang jalan dalam kondisi 

mantap 

= 478,34 

Jumlah total panjang jalan 

kabupaten 

= 1243,8 

38,4% 

1.c.8.1 Rasio

 tena

ga 
operator/teknisi/analisis
 yang memiliki 
sertifikat kompetensi 

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang 

terlatih di wilayah kabupaten yang 

dibuktikan dengan sertifikat 

pelatihan operator dan teknis/analis 

= 62 

  x 100 

% Jumlahkebutuhan tenaga operator 

dan teknis/analis di wilayah 

Kabupaten = 

257 

24,12% 

1.c.8.2 Rasio proyek yang menjadi 

kewenangan  

pengawasannya tanpa 

kecelakaan konstruksi 

Jumlah proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya tanpa 

terjadi kecelakaan konstruksi = 32 

  x 100 % 

Jumlah total proyek yang

 menjadi kewenangan 

pengawasannya = 32 

100% 
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d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Tabel 1.5 Capaian Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

No IKK IKK OUTCOME RUMUS CAPAIA
N 

1.d.1 Hunian untuk 

Penyediaan dan 

rehabilitasi rumah layak 

huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota 

Jumlah unit rumah korban bencana 

yang ditangani pada tahun n = - 

-------------------------- x 100 % 

Jumlah total rencana unit rumah 

korban bencana yang akan 

ditangani pada tahun n = - 

Tidak 

terlaksana 

karena 

keterbatas

an 

anggaran 

1.d.2 Fasilitasi hunian 

penyediaan rumah layak 

huni bagi masyarakat 

terdampak relokasi 

program pemerintah 

kabupaten/kota 

Rumah Tangga Penerima Fasilitasi 

Penggantian Hak Atas Penguasaan 

Tanah dan/atau Bangunan + Rumah 

Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa 

+ Rumah Tangga Penerima 

Penyediaan Rumah Layak Huni = -. 

    x 100 

% Jumlah total rumah tangga 

terkena relokasi program 

Pemerintah Daerah yang 
memenuhi kriteria penerima 
pelayanan = - 

Tidak 

terlaksana 

karena 

keterbatasan 

anggaran 

1.d.3 Persentase kawasan 

permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di kab/ kota 

yang ditangani 

Luas kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 

- 

-------------------------------- x 

100 % 

Luas kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha = - 

Tidak 

terlaksana 

karena 

keterbatas

an 

anggaran 

1.d.4 Berkurangnya jumlah unit 

RTLH (Rumah Tidak 

Layak Huni) 

Jumlah unit rumah tidak layak 

huni = 1411. 

  x 100 

% Jumlah total unit rumah 

kabupaten/kota = 
48163 

2,9 % 

1.d.5 Jumlah perumahan yang 

sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum) 

Jumlah unit rumah yang sedang 

dibangun terfasilitasi PSU = 26 

-------------------------------- x 

100 % 
Jumlah unit rumah kab/kota = 26 

100 

 

e. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

Tabel 1.6 Capaian Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat 
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No IKK IKK OUTCOME RUMUS CAPAI
AN 

1.e.1 Persentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan 

Jumlah pengaduan yangditangani = 43 

-------------------------------- x 

100 % 

Jumlah pengaduan pelanggaran 

yang masuk = 43 

100 

1.e.2 Persentase Perda dan 

Perkada yang ditegakkan 

Jumlah Perda/Perkada yang 

memuat sanksiyang ditegakkan = 14 

  x 100 

% Jumlah keseluruhan Perda dan 

Perkada yang memuat sanksi = 17 

82,35 

1.e.3 Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan informasi rawan 
bencana 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi 

rawan bencana=20516 

 ..................................................x 100 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi rawan 

bencana sesuai target yang ditetapkan 

= 95.330 

21% 

1.e.4 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan terhadap bencana  

= 609 

Jumlah warga negara yang berada di 

kawasan rawan bencana 

= 126.392 

0,48% 

1.e.5 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran 

Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban bencana = 108 
--------------------------- x 100 % 
Jumlah satu dokumen RPB lengkap 

dan sudah disahkan = 108 

100% 

1.e.6 Persentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan 

Jumlah pengaduan yangditangani = 36 

-------------------------------- x 

100 % 

Jumlah pengaduan pelanggaran

 yang masuk = 36 

100% 

1.e.7 Waktu tanggap (response 

time) penanganan 

kebakaran 

Rata-rata waktu tanggap dihitung dari 
pelaporan, penyiapan tim dan perlatan, 
jarak tempuh dan kesiapan 
pemadaman kebakaran 

16 

Menit 

 

f. Urusan Sosial 

Tabel 1.7 Capaian Urusan Sosial 

No 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS CAPAIA

N 
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1.f.1 Persentase  (%)  

penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, 

lanjut  usia  

terlantar  dan 

gelandangan

 pengemisyang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya di luar 

panti (Indikator 

SPM) 

Jumlah penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia 

terlantar dan gelandangan 

pengemis yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar panti = 

1275 

------------------------ x 100 % 

Populasi penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia 

terlantar dan gelandangan 

pengemis = 1370 

93 % 

1.f.2 Persentase korban 

bencana alam dan 

sosial yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap 

darurat bencana 

daerah Kabupaten/ 

Kota; 

Jumlah korban bencana alam dan 

sosial yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya dalam satu tahun 

anggaran = 104. 

------------------------- x 100 % 

Populasi korban bencana alam dan 

sosial di daerah  kabupaten/kota 

yang membutuhkan perlindungan 

dan jaminan sosial pada saat dan 

setelah tanggap darurat bencana 

daerah kabupaten/kota = 104 

100% 

 

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)  dan Opini Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya 

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD 

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 berdasarkan  surat keputusan Menteri 

Dalam Negeri No:100.2.1.3-1109 Tahun 2023 dengan nilai Skor 1,37 dengan status 

sangat rendah, hal ini karena di tahun tersebut kondisi Kepala Daerah sedang 

mengalami atau bersinggungan dengan masalah hukum sehingga mempengaruhi nilai 

dari capaian terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.   

Adapun Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam 

Paser Utara Tahun 2022 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 

mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Opini Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 sama 

seperti tahun sebelumnya yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). 

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa  Anggaran Pendapatan 
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Belanja Daerah ( APBD )  disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapantan 

Daerah, kemudian ditegaskan di ayat 2 bahwa  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah 

( APBD )  disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. 

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Peaturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) 

merupakan  penjabaran   dari   Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  

( RPJMD )  yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 

serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun 

dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional pada Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat, melalui Pemerintah Daerah.  

Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Penajam Paser Utara 

merupakan dokumen operasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

( RPJMD ) untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Tahun 2022  

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )   Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2022. 

Didalam perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 

Tahun 2022 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik 

pendapatan, Dana Alokasi Umum ( DAU )  dana alokasi khusus dan asumsi Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara  ( APBN )  serta beberapa program dan kegiatan yang 

digulirkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Penajam 

Paser Utara membawa konsekuensi adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah ( APBD )   Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada Pasal 

161 Ayat (2) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )   dapat 

dilaksanakan apabila terjadi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) ; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,       

antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 
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c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan; 

d. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti Bencana Alam dan Non Alam 

berupa mewabahnya Virus dan konfliik sosial.  

 

Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2022 
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5. Inovasi Daerah 

Inovasi Daerah merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

yang diharapkan dapat menginisiasi lahirnya ide dan gagasan untuk meningkatkan 

efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintah daerah. Dalam rangka penggalian ide-

ide inovasi dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang akan dilaksanakan dan juga 

bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ahli dalam inovasi untuk melakukan 

penilaian inovasi yang dilaksanakan Organisasi Perangkat daerah (OPD), Adapun 

inovasi yang dilakukan dan dilombakan dari masing-masing Organisasi Perangkat 

daerah (OPD) dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut : 

 

No Nama OPD Judul Inovasi 

1 

Dinas Pertanian 
SIPELUNAK (Integrasi Pelaku Usaha 

Peternakan) 

Dinas Pertanian 
PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk 

Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan) 

Dinas Pertanian 
Biogas Enter Kopi (Biogas Energi Terbarukan 

Kotoran Sapi) 

Dinas Pertanian MIRA KANSIL ( Mini Ranch Tingkatkan Hasil) 

2 

Kecamatan Babulu Antar Jemput Ijin (AJI) 

Kecamatan Babulu Sahabat Bumdes 

Kecamatan Babulu 
Kecamatan Membangun Embung Petani 

Sejahtera (Kembang Paser) 
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No Nama OPD Judul Inovasi 

Kecamatan Babulu Aplikasi Babulu Tangguh 

3 

Dinas Sosial Cintaku di rumah singgah 

Dinas Sosial Stiker Harga diri 

Dinas Sosial DINSOS CERDAS (cerita di rumah singgah) 

4 

Dinas Lingkungan Hidup LAYANAN SETIA (Sedot Tinja Anda) 

Dinas Lingkungan Hidup 
SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit Dan 

Gerakan Sedekah Sampah) 

5 

DP3AP2KB 

Percepatan Kesetaraan Gender, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Melalui Desa Gender dan Anak (CETAR 

PUAN DESGENAK) 

DP3AP2KB 
Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Desa 

(Kilan Puan Lekdes) 

6 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

CAKEP PPU (Cara asik kenali pariwisata 

Penajam Paser Utara) 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 
SOSIS KEKINIAN 

7 Dinas kukmperindag 
Pembuatan website one stop service secara 

online dinas kukmperindag 

8 
Dinas Perpustakaan dan 

Arsip 
Youtube Edukasi Story (YUCAS) 

9 SATPOL PP ( Siap Kerja Cepat Di Kala Warga Darurat 




